
PELUNCURAN PANDUAN
SOP PPKPT

Asma’ul Khusnaeny
Tim Penyusun

Universitas Muhamadiyah Jakarta 
Selasa, 15 Juli 2025 

MEKANISME PELAPORAN DAN
PEMERIKSAAN OLEH SATGAS PPKPT



1

2

3

4

Prinsip dan Point
penting pelaporan

Alur Mekanisme
Pelaporan

Prinsip Pemeriksaan

Alur Mekanisme
Pemeriksaan

SOP PPKPT



Mengapa Perlu
Mekanisme Pelaporan ?

Bagian penting upaya menciptakan sistem
yang responsif, adil  dan berpihak bagi
korban.  Pintu pertama Korban/Saksi

menyampaikan peristiwa kekerasan yang
dialami/disaksikan, sebagai dasar kerja
Satgas memverifikasi dan penanganan
kasus. Bentuk komitmen institusi beri

ruang aman suara korban



Tantangan budaya: diam,
takut, stigma, tidak

percaya pada sistem,
khawatir status

akademik, pekerjaan

PRINSIP DAN POINT
PENTING  PELAPORAN

Laporan
pengaduan

diterima oleh
Satgas

Aspek Teknis Pelaporan:
Akesibilitas dan

Kerahasiaan – Jelas, aman,
mudah diakses

Verifikasi awal
Pelapor/Korban, dan
Saksi, klarifikasi para

pihak,
pendokumentasian

bukti-bukti,
pengambilan

keputusan awal

Bentuk laporan
pengaduan langsung,

tidak langsung, prinsip
ramah, mudah, anonim

jika diinginkan

Estimasi waktu merespon kasus,
berikan pelindungan Pelapor,

hak-hak korban, pastikan tidak
ada tindakan balasan dari

Terlapor/Pelaku dan Kampus 

Lanjut ke proses
pemeriksaan

mendalam

KESELAMATAN

KERAHASIAAN

INFORMASI
BERKALA TTG

PERKEMBANGAN
KASUS 

REKOMENDASASI:
SANKSI

ADMINISTRATIF
TERHADAP PELAKU

PEMULIHAN KORBAN

PERUBAHAN
KEBIJAKAN KAMPUS
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PELAPOR mencabut
laporan pengaduan 

mengisi form
pencabutan pengaduan

Berita Acara
Pencabutan Laporan 

Kode Etik penerimaan
laporan pengaduan 

Upayakan tidak lakukan
kontak fisik 

tidak menjanjikan sesuatu
kepada Pelapor/Korban 

tidak merekam tanpa izin
Pelapor

Pemeriksaan bukti-bukti
telaah awal, Pelapor,
Terlapor dan Saksi

Putusan Satgas Terbukti
atau Tidak terbukti

Berita Acara Sidang
Telaah Awal 

Kirim surat tentang
informasi tindak lanjut

telaah awal kepada
Rektor, Pelapor dan

Terlapor 







Keadilan dan imparsialitas

-Semua pihak diperlakukan adil, tanpa
keberpihakan yang tidak berdasarkan fakta

atau relasi kuasa.
-dalam konteks pemulihan korban, keputusan

Satuan Tugas harus tetap didasarkan pada
bukti, keterangan, dan pertimbangan yang

objektif.
-mendengarkan keterangan semua pihak

secara setara, namun tetap dengan kesadaran
bahwa korban berada dalam posisi rentan dan

memerlukan perlakuan yang empatik dan
protektif.

PRINSIP PEMERIKSAAN 

Berpihak pada
Korban

-Melindungi, memulihkan
dan menghormati

-Mencari tempat, waktu
aman dan nyaman 

-Bahasa, kalimat tidak
menyudutkan

-Tidak memaksa bercerita
traumatik

Kerahasiaan
identitas

Jika bocor:
reviktimisasi,

initimidasi 
merusak sistem

pelaporan kampus

Tidak boleh:      terbuka,
Melibatkan pihak tidak

berwenang,
Gunakan data/ cerita
korban untuk tujuan

lain

-Tidak boleh :
menyalahkan

 Motif pelaporan tidak
mendasar 

 seolah-olah interogasi
seperti Pelaku

Kehati-hatian
 

terutama dalam pengumpulan
dan analisis bukti. 

-bukti dikumpulkan secara etis, 
-tidak memaksa pihak mana pun,

dan tidak melanggar privasi. 
-Dokumentasi yang dilakukan
harus terstruktur, tersimpan

dengan aman, dan hanya dapat
diakses oleh pihak yang memiliki

kewenangan. 
-Kesimpulan tidak boleh diambil

secara terburu-buru atau
berdasarkan asumsi. 
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-Kondisi psikologis : 

Pendamping

Konselor

Penerjemah (jika
dibutuhkan)

 

Partisipatif dan transparan
secara terbatas,  

-melibatkan korban tanpa
mengorbankan kerahasiaan dan

kenyamanan mereka. 
-Korban berhak mengetahui
perkembangan proses kasus
mereka, salinan keputusan

pemeriksaan, serta 
-memiliki suara dalam menentukan

bentuk pemulihan yang
dibutuhkan.

1

2

3

4 5

-Tidak boleh:           
Tekanan dari pihak
luar/pertimbangan
reputasi institusi

mereka

 

-Tidak boleh:      
-      memproses laporan

secara tertutup tanpa
memberi 

 Informasi pada korban, atau 
-menyerahkan keputusan
sepenuhnya pada pihak

kampus tanpa akuntabilitas.

-proses pemeriksaan tidak
menakutkan, melainkan bagian
dari jalan menuju keadilan dan

pemulihan. 

Non-diskriminasi dan
aksesibilitas 

-Semua laporan dari siapapun
harus diproses tanpa memandang

gender, latar belakang sosial,
orientasi seksual, agama, atau

status disabilitas. 
-prosedur pemeriksaan dapat

diakses oleh seluruh warga
kampus, termasuk mereka yang
memiliki keterbatasan fisik atau

hambatan bahasa.
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